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Bantuan hukum struktural merupakan bantuan hukum yang diberikan karna
adanya ketimpangan struktur, ekonomi, sosial, dan politik yang menimbulkan
permasalahan hak asasi manusia. Dalam menyelesaikan permasalahan
tersebut diperlukan peran dan kerja sama dari pihak lembaga bantuan hukum
medan dalam memberikan bantuan hukum dan pembelaan hukum secara
cuma-cuma baik secara litigasi maupun non litigasi. Keadaan diatas
menimbulkan permasalahan, bagaimana pengaturan hukum terhadap
pemberian bantuan hukum struktural, apa saja bentuk penyelesaian secara
litigasi dan non litigasi, dan bagaimana hambatan yang dihadapi.

Penelitian bersifat deskriptif, dengan menggambarkan keadaan subjek dan
objek dapat berupa orang atau lembaga berdasarkan fakta yang ada dan
menggunakan pendekatan yuridis normative dan empiris yaitu menganalisis
peraturan perundang-undangan dan melakukan wawancara dengan
responden. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research).

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan dalam memberikan bantuan hukum
struktural oleh lembaga bantuan hukum medan yaitu Undang-undang No.16
Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Peraturan Pemerintah No. 42
Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksananya, dan adapun bantuan internal
yaitu standar operasional prosedur lembaga bantuan hukum itu sendiri dan
undang-undang lain yang menunjang. Lembaga bantuan hukum medan
menyelesaikan perkara pidana secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian
secara litigasi adalah penanganan perkara melalui jalur pengadilan, yaitu
bertindak sebagai pendamping, baik di kepolisian, dikejaksaan, dan
dipersidangan. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi adalah
penanganan perkara diluar jalur pengadilan, yaitu dengan melakukan
penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan negoisasi, dapat
dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum
yang telah memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan.

Kesimpulan dalam penelitian ini, lembaga bantuan hukum medan dalam
memberikan bantuan hukum kepada masyarakat luas, khusunya masyarakat
miskin, marjinal dan buta hukum vyaitu secara cuma-cuma dengan
melengkapi persyaratan yang telah di tetapkan. Cara agar tetap efektif dan
tidak mempengaruhi pemberian bantuan hukum yaitu dengan komunikasi
antar tim, mencari donatur, survei lapangan, konsultasi hukum, dan mencari
ilmu-ilmu baru.
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